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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari penelusuran peraturan perundang-undangan mengenai fungsi trotoar, 

maka fungsi trotoar hanya untuk pejalan kaki. Selain itu, trotoar hanya dapat 

digunakan sebagai kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, kegiatan olahraga; 

dan/atau kegiatan budaya sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau dapat digunakan 

juga oleh pesepeda yang tidak memiliki jalur sepeda sesuai dengan pasal 114 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan. 

Oleh karena itu pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri PUPR Nomor 

03/PRT/M/2014, pasal 20 huruf b Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 

2011, dan pasal 26 ayat (1) huruf e Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 

2012 itu kurang baik untuk diterapkan dan seharusnya tidak diberlakukan karena 

tidak sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik sehingga 

menimbulkan disharmonisasi. 

 

5.2. Saran 

Dari kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan pasal 13 ayat 2 

Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2014, pasal 20 huruf b Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011, dan pasal 26 ayat (1) huruf e Peraturan 
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Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 untuk diajukan untuk diuji materi ke 

Mahkamah Agung untuk dicabut. Dengan begitu maka peraturan perundang-

undangan yang mengatur fungsi trotoar akan terharmonisasi dengan baik dan benar. 
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